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ABSTRAK 
Penerapan pajak atas transaksi cryptocurrency telah menjadi isu krusial seiring pesatnya 
perkembangan aset digital sebagai instrumen keuangan global. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dampak kebijakan perpajakan cryptocurrency terhadap penerimaan pajak negara dan 
perilaku investor di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik menggunakan VOSviewer berbasis data 
dari Google Scholar. Dengan mengintegrasikan teori kepatuhan pajak, teori optimal taxation, dan 
ekonomi perilaku, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan pajak yang transparan dan berbasis 
teknologi blockchain dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan fiskal, namun 
kompleksitas regulasi berpotensi mendorong penghindaran pajak atau migrasi investasi ke yurisdiksi 
dengan regulasi lebih longgar. Visualisasi bibliometrik mengungkap hubungan erat antara "tax 
compliance", "tax revenue", dan "cryptocurrency", menyoroti peran teknologi dan regulasi dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menghambat inovasi digital. Penelitian ini 
merekomendasikan pendekatan perpajakan yang adaptif dan harmonis untuk mendukung ekosistem 
cryptocurrency yang berkelanjutan di Indonesia. 
Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak, Cryptocurrency, VOSviewers 

 
PENDAHULUAN 

Sebagai instrumen keuangan baru, cryptocurrency telah menarik investor dan 
pemerintah di banyak negara. Ketika cryptocurrency digunakan sebagai alat 
pembayaran dan aset investasi, sistem perpajakan konvensional tidak dapat menangani 
transaksi digital (Galant et al., 2024). Salah satu masalah utama adalah kesulitan untuk 
memantau transaksi karena cryptocurrency anonim, yang membuatnya sulit bagi 
otoritas pajak untuk menerapkan kewajiban pajak mereka dengan benar (Romadhon & 
Andriani, 2023). Selain itu, ada perbedaan dalam metode pajak antara negara, yang 
membuatnya lebih sulit untuk mengelola penerimaan pajak dari transaksi 
cryptocurrency (KUSUMA et al., 2022). 

Pajak yang dikenakan pada transaksi cryptocurrency dapat memengaruhi 
perilaku investor dan penerimaan negara. Penerapan pajak yang jelas dan terstruktur 
dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di beberapa negara (Dodi 
Prandika YB et al., 2024). Namun, dalam situasi lain, kerumitan undang-undang pajak 
justru mendorong investor untuk melakukan penghindaran pajak secara legal maupun 
illegal (Romadhon & Andriani, 2023). Selain itu, kebijakan perpajakan yang terlalu ketat 
dapat membuat investor memilih pasar dengan regulasi yang lebih longgar, yang dapat 
mengurangi penerimaan pajak secara global (Hadiyantina et al., 2024). 

Kebijakan pajak yang diterapkan pada transaksi cryptocurrency di Indonesia 
terus berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas aset digital tersebut. 
Menurut penelitian, kebijakan pajak yang sederhana dan transparan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan penghindaran pajak (Rahayu, 
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2022). Di sisi lain, kekhawatiran akan beban pajak yang berat dapat memengaruhi 
minat investor terhadap aset digital ini (Cornely & Wardhani, 2025). 

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, Indonesia 
telah menerapkan pajak untuk mengatur transaksi cryptocurrency. Pemerintah 
Indonesia akan menerapkan kebijakan pajak pada transaksi cryptocurrency pada tahun 
2022 untuk meningkatkan adopsi cryptocurrency dan mengurangi kemungkinan 
penghindaran pajak dari aset digital yang anonym (Dodi Prandika YB et al., 2024). 
Namun, berbagai masalah menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa di 
antaranya adalah perbedaan pendapat tentang regulasi di tingkat internasional dan 
kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi yang melibatkan dompet digital pribadi 
(Galant et al., 2024). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor, 
terutama terkait kewajiban pelaporan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan 
(KUSUMA et al., 2022). 

Pajak yang dikenakan pada transaksi cryptocurrency memengaruhi perilaku 
investor selain meningkatkan pendapatan pajak. Studi menunjukkan bahwa investor 
dapat menghindari pajak atau memindahkan investasi mereka ke negara dengan 
peraturan yang lebih longgar karena kebijakan pajak yang tidak jelas (Romadhon & 
Andriani, 2023). Selain itu, kebijakan pajak cryptocurrency menjadi lebih sulit untuk 
diterapkan karena ada perbedaan pendapat mengenai jenis pajak yang berlaku, seperti 
pajak penghasilan atas keuntungan modal (capital gain tax) atau pajak pertambahan 
nilai (PPN). Akibatnya, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana 
kebijakan ini memengaruhi keputusan investasi (Hadiyantina et al., 2024). 

Dalam kajian terbaru mengenai perpajakan dan regulasi aset kripto di Indonesia, 
sejumlah penelitian menunjukkan perkembangan penting dalam dua aspek utama: 
implementasi pajak dan respon investor. (Dodi Prandika YB et al., 2024) menguraikan 
bagaimana penerapan kebijakan PPN dan PPh atas transaksi cryptocurrency telah 
mengacu pada PMK 68/PMK.03/2022, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem 
pengawasan selain formalitas pelaporan. Disisi lain, (Hartono & Budiarsih, 2022) 
menyoroti potensi sukses pajak penghasilan kripto, menekankan bahwa regulasi yang 
jelas dan penerapan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan negara melalui basis 
pajak aset digital yang berkembang. Sementara itu, kajian hukum oleh (Budiman, 2023) 
mengonfirmasi bahwa pemajakan kripto di Indonesia menggunakan PPN dan PPh, serta 
penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap ketidakpatuhan, dengan pleno 
mencapai Rp 126,75 miliar. 

Berfokus pada perilaku investor, penelitian kuantitatif oleh (Hutapea et al., 
2025) menunjukkan bahwa meskipun pajak tidak secara signifikan memengaruhi niat 
investasi, faktor persepsi keamanan memiliki pengaruh dominan dalam keinginan 
berinvestasi kripto di Indonesia. Selaras dengan itu, (Justyanita & Nuzula Agustin, 2023) 
menemukan bahwa bias perilaku finansial seperti gambler's fallacy dan mental 
accounting mempengaruhi keputusan investasi, meskipun konteks pajak belum menjadi 
variabel utama. Komplemen terhadap pandangan ini, studi mengungkap praktik 
penghindaran pajak dan money laundering dalam transaksi kripto, serta perlunya 
kesadaran pelaporan oleh investor melalui sistem self-assessment sebagai mitigasi 
ketidakpatuhan. 

Selain berdampak pada perilaku investor, penerapan pajak cryptocurrency juga 
berdampak pada stabilitas penerimaan uang di negara tersebut. Meskipun pemerintah 
berharap pajak cryptocurrency menjadi sumber pendanaan baru, ketidakstabilan nilai 
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aset digital dapat menimbulkan ketidakpastian bagi fiskal negara (Rahayu, 2022), 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan cryptocurrency 
tanpa pengawasan yang memadai dapat mengurangi penerimaan pajak negara secara 
signifikan (Cornely & Wardhani, 2025). 

Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aturan yang ambigu dan 
kebijakan pajak yang tidak selaras antar negara dapat memengaruhi minat investor 
dalam cryptocurrency (Wijaya & Suwarsono, 2018). Menurut beberapa penelitian, 
ketidakpastian hukum dapat mendorong investor untuk mengalihkan aset mereka ke 
yurisdiksi dengan kebijakan pajak yang lebih ringan atau bahkan tanpa pajak (Saputri, 
2018). Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa jika pajak terlalu ketat diterapkan, 
perdagangan cryptocurrency dapat berkurang secara signifikan (Copestake et al., 2023). 
Akibatnya, penelitian lebih lanjut diperlukan yang berpusat pada analisis kuantitatif 
yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial khusus Indonesia (Cornely & 
Wardhani, 2025). 

Meskipun berbagai studi telah mengulas pengaruh kebijakan perpajakan 
terhadap transaksi cryptocurrency dan perilaku investor (Andrianto, 2022; Maulani, 
2021), masih terdapat keterbatasan dalam pemetaan literatur yang sistematis 
mengenai topik ini, khususnya di konteks Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya 
berfokus pada aspek hukum, risiko penghindaran pajak, atau analisis kuantitatif 
perilaku investor (Afani & Tambunan, 2022; Disemadi & Delvi, 2021), namun belum 
mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana dinamika akademik berkembang dalam 
menanggapi isu pajak cryptocurrency. Selain itu, keterbatasan dalam integrasi 
pendekatan bibliometrik menyebabkan minimnya pemahaman mengenai tren riset, 
kolaborasi penulis, dan topik kunci yang mendominasi perdebatan ilmiah (Halawa et al., 
2024; Sukmariningsih et al., 2022). Dengan demikian, dibutuhkan telaah bibliometrik 
terkini yang mampu mengungkap gap penelitian, termasuk wilayah tematik yang belum 
banyak dijelajahi, guna memberikan arah bagi studi lanjutan dan kebijakan perpajakan 
yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi keuangan digital. 

Dengan menggunakan pendekatan bibliometrik VOSviewer, tujuan penelitian ini 
adalah untuk memetakan topik-topik penelitian tentang dampak penerapan pajak. 
Metode ini memungkinkan untuk menganalisis dan memetakan tren penelitian dan 
menemukan pola kunci dalam literatur terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks penelitian dampak 
penerapan pajak dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Diharapkan bahwa hasil dan manfaat 
penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang praktik pengungkapan pajak 
sukarela dan potensi efeknya dalam hal pajak perusahaan (Fathan Putri & Andriani, 
2024) 

 
TELAAH TEORI 
Basic Theory 
Theory of Optimal Taxation 
 Menurut teori pajak optimal, sistem pajak yang baik harus dapat 
memaksimalkan pendapatan negara tanpa mengakibatkan distorsi ekonomi yang 
signifikan (Mankiw et al., 2009). Menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan 
distribusi adalah dasar teori ini (Sorensen, 2007). Dalam hal pajak cryptocurrency, tarif 
pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penghindaran pajak atau perpindahan 
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modal ke negara dengan undang-undang yang lebih longgar (Baer et al., 2023b). 
Akibatnya, kebijakan pajak cryptocurrency yang ideal harus mengimbangi potensi 
penghindaran pajak dan efeknya terhadap perilaku investor. Tarif pajak yang moderat 
dan jelas dapat mengurangi risiko penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan 
(Misrah, 2024). 
Public Choice Theory 

Menurut teori pemilihan publik, kebijakan pajak dipengaruhi oleh faktor 
ekonomi serta kepentingan politik dan bagaimana aktor-aktor dalam pemerintah 
bertindak (James M. Buchanan, 1962). Pemerintah sering menghadapi tekanan dari 
kelompok pro-kripto yang menginginkan pajak yang lebih rendah, sementara 
kelompok konservatif menuntut peraturan yang lebih ketat untuk mencegah 
penyalahgunaan. Ini terjadi dalam hal cryptocurrency. Studi sebelumnya 
menunjukkan bahwa tekanan politik sering menyebabkan kebijakan pajak 
cryptocurrency yang ambigu atau tidak konsisten antara negara satu dengan lainnya 
(Berg et al., 2018). Oleh karena itu, memahami bagaimana kepentingan ekonomi dan 
politik berkorelasi sangat penting untuk membuat kebijakan pajak cryptocurrency 
yang berkelanjutan dan berhasil (Misrah, 2024). 
Grand Theory 
Theory of Tax Compliance (Economic Deterrence Theory) 

Menurut teori kepatuhan pajak, juga dikenal sebagai teori pencegahan 
ekonomi, perbandingan antara keuntungan dan risiko yang diperoleh memengaruhi 
keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan 
(Crawford et al., 2022). Menurut teori ini, jika potensi hukuman dan denda melebihi 
keuntungan dari penghindaran pajak, wajib pajak akan mematuhi peraturan. Untuk 
cryptocurrency, penerapan pajak yang jelas dan ancaman sanksi yang tegas dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gosselin et al., 2025). Studi menunjukkan 
bahwa penerapan pajak rendah tetapi penalti tinggi dapat mencapai keseimbangan 
Nash—di mana investor dan pemerintah mengoptimalkan keuntungan mereka (Jin et 
al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan pajak cryptocurrency yang efektif harus 
mempertimbangkan baik insentif bagi investor maupun risiko. 
Behavioral Economics Theory 

Menurut teori ekonomi perilaku, banyak hal psikologis, sosial, dan emosional 
yang memengaruhi keputusan keuangan. Ketidakpastian hukum, tingkat risiko, dan 
ekspektasi keuntungan dapat memengaruhi perilaku investor dalam hal pajak 
cryptocurrency (Toyoda, 2023). Studi menunjukkan bahwa kompleksitas undang-
undang pajak dapat menyebabkan perilaku penghindaran pajak atau bahkan 
mendorong investor untuk pindah ke yurisdiksi dengan kebijakan pajak yang lebih 
longgar (Crawford et al., 2022). Persepsi risiko yang tidak jelas juga dapat mendorong 
investor untuk memilih pilihan yang lebih aman dengan mengurangi eksposur mereka 
pada aset kripto (Meling et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk 
memahami bagaimana persepsi risiko dan keuntungan memengaruhi keputusan 
investasi saat membuat kebijakan perpajakan cryptocurrency. 
 
METODE PENELITIAN 
 Studi bibliometrik adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk 
menganalisis publikasi ilmiah berdasarkan jumlah, pola sitasi, dan tren penelitian 
dalam suatu bidang. Metode ini sangat penting untuk memahami bagaimana para 
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akademisi telah menyelidiki subjek pajak cryptocurrency, terutama dalam kaitannya 
dengan penerimaan pajak dan perubahan perilaku investor (Lazea et al., 2025). Alat 
analisis seperti VOSviewer dan Bibliometrix dapat digunakan untuk menemukan 
jaringan kolaborasi penulis, jurnal terkemuka, dan kata kunci yang paling sering 
digunakan (Almeida et al., 2023). Selain itu, analisis ini memungkinkan untuk 
mengidentifikasi celah penelitian, atau gap penelitian, serta kemajuan terbaru dalam 
literatur akademik (Wibowo, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran menyeluruh tentang bagaimana penerapan pajak cryptocurrency 
berdampak pada penerimaan pajak dan perilaku investor, menggunakan pendekatan 
bibliometric (Lazea et al., 2024). 
 Perangkat lunak bernama Vosviewer dapat digunakan untuk membangun dan 
melihat jaringan bibliometrik yang didasarkan pada publikasi ilmiah. Dalam penelitian 
ini, VOSviewer akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara topik, 
kolaborasi penulis, dan tren kata kunci yang berkaitan dengan perilaku investor dan 
pajak cryptocurrency. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk 
memvisualisasikan jaringan co-citation, co-authorship, dan sitasi. Ini memberikan 
gambaran lengkap tentang dinamika penelitian di bidang perpajakan cryptocurrency. 
Dengan melihat data bibliometrik ini, kita dapat lebih memahami pola kerja sama 
akademik dan menemukan topik penelitian yang paling relevan untuk kajian pajak 
cryptocurrency. Akibatnya, penelitian ini dapat mengidentifikasi literatur kunci secara 
sistematis dan melihat tren kajian dalam rentang waktu tertentu dengan bantuan 
VOSviewer (Almeida et al., 2023). 
 Dengan VOSviewer, studi bibliometrik dapat dilakukan dengan mengumpulkan 
data dari database ilmiah seperti Scopus dan Web of Science. Setelah data 
dikumpulkan, analisis dimulai dengan menemukan kata kunci yang sering muncul, 
kolaborasi penulis, dan jaringan sitasi antar artikel. VOSviewer menghasilkan peta 
visual yang menunjukkan kelompok penelitian (clusters) berdasarkan kedekatan tema 
dan tingkat kerja sama. Misalnya, dalam konteks pajak cryptocurrency, dapat dilihat 
bagaimana penelitian akademik tentang "pemenuhan pajak" dan "pendapatan pajak" 
berdiri sendiri atau berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, metode ini 
memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling relevan 
dan prospek penelitian masa depan untuk menyelidiki dampak pajak cryptocurrency 
terhadap perilaku investor dan penerimaan pajak (Hidayatulloh et al., 2024). 
 Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang terindeks 
dalam basis data Google Scholar, dengan bantuan perangkat lunak Publish or Perish 
(Harzing). Analisis bibliometrik terhadap data yang dikumpulkan dilakukan 
menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Proses pengumpulan data dan teknik 
analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Penelusuran artikel ilmiah 
dengan menggunakan kata kunci seperti Tax Compliance, Tax Revenue serta kata 
tambahan 'Crypto' dalam kurun waktu 2020–2024; (2) Penyimpanan data bibliografis 
dalam format RIS atau CSV dan pengolahan awal menggunakan Microsoft Excel; (3) 
Pemetaan distribusi publikasi berdasarkan tahun terbit yang relevan dengan topik 
melalui Microsoft Excel; (4) Penyusunan metadata untuk keperluan visualisasi 
bibliometrik menggunakan VOSviewer, dengan klasifikasi berdasarkan klaster dan 
item setelah tahap penyaringan; (5) Identifikasi topik-topik penelitian yang 
memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian utama berdasarkan 
analisis literatur (Fathan Putri & Andriani, 2024). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis data menggunakan Microsoft Excel dan Mendeley Desktop, dengan 

data yang diperoleh dari Google Scholar melalui media software PoP (Publish or 
Perish). Dalam kriteria pencarian untuk memeriksa menggunakan Google Scholar, kata 
kunci “Tax compliance, Tax revenue, dan Crypto” dan rentang tahun 2020 hingga tahun 
2024 dengan hasil maksimal 1000 data, menunjukkan adanya 978 jurnal selama 
periode 2020 hingga 2024. 

Tabel 1. Data Penyajian dengan kata kunci Tax compliance, Tax revenue, dan Crypto 
berdasarkan tahun 

Tahun Jumlah Publikasi Persentase 
2020 199 20,34% 
2021 219 22,39% 
2022 215 21,98% 
2023 196 20,04% 
2024 149 15,25% 
Total 978 100% 

Sumber : Data diolah menggunakan Harzing PoP dan Mendeley desktop (2025) 
 
Berdasarkan data artikel yang ditemukan melalui PoP (Publish or Perish) dalam format 
RIS (Research Information Systems) telah diimpor dan dianalisis menggunakan 
VOSviewer. Berikut adalah hasil analisisnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Visualisasi jejaring atas keyword tax compliance; tax revenue; dan crypto 
 

Visualisasi bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer terkait 
perkembangan penelitian mengenai keyword tax compliance; tax revenue; dan crypto 
mengidentifikasi 8 klaster utama dengan total 233 item topik yang terpetakan. 
Beberapa temuan utama yang berhasil diungkap melalui analisis ini disajikan sebagai 
berikut. 
 Kluster 1, Terdiri dari 41 item yakni; acces, accounting, application, artificial 
intelligence, auditing, benefit, big data, blockchain, blockchain technology, challenge, 
collection, data collection, digital economy, efficiency, enforcement, era, factor, finance, 
framework, fraud, future, impact, implementation, integration, interview, ledger, 
machine learning, model opportunity, ownership, perspective, research, revenue 
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collection, sector, smart contract, solution, system, tax avoidance, tax compliance, tax 
policy, tax system. 
 Kluster 2, Terdiri dari 40 item yakni; act, case, cash, citizen, consumer, country, 
cryptoasset, cryptocurrency reglation, cryptocurrency transaction, economic growth, 
effectiveness, example, exchange, experience, good, government revenue, income, 
income tax, Indonesia, instance, legal regulation, legal tender, number, part, policy, 
principle, profit, prospect, sale, state revenue, systematic literature review, tax, tax law, 
tax obligation, taxation, taxis, taxpayer, transaction, ukraine, way. 
 Kluster 3, Terdiri dari 36 item yakni; aml, analysis, anti money, anti money 
laundering, approach, asset, blockchain adoption, blockchain application, business, 
central bank, compliance, crypto, crypto currency, cryptocurrency exchange, currency, 
digital asset, digital money, electronic money, focus, Germany, hand, individual, kyc, law, 
market, nature, need, organization, paper, regulation, regulatory framework, review, 
risk, state, study, type. 
 Kluster 4, Terdiri dari 31 item yakni; administration, adoption, author, 
challenges, china, company, data, development, digital currency, digital technology, 
digital transformation, digitalization, e money, effect, evidence, india, information, level, 
payment, person, platform, reporting, rise, tax administration, tax base, tax compliance 
cost, tax rate, tax revenue, technology, tool, use. 
 Kluster 5, Terdiri dari 31 item yakni; bank, bitcoin, chapter, coin, concept, 
context, control, crime, cryptocurrency, cryptocurrency market, Ethereum, field, 
financial crime, ico, implication, irs, issue, literature, mechanism, metaverse, money, 
money laundering, overview, price, process, property, respone, terrorism, user, virtual 
currency, world. 
 Kluster 6, Terdiri dari 22 item yakni; blockchain system, cbdc, central bank 
digital currency, crypto asset, cryptography, european union, fatca, fiat money, foreign 
account tax compliance act, form, investor, ledger technology, privacy, problem, 
regulatory compliance, security, stablecoin, survey, tax evasion, tax gap, transparency, 
value. 
 Kluster 7, Terdiri dari 21 item yakni; africa, article, case study, economy, fact, 
fintech, increase, internet, lesson, order, Pakistan, potential, relationship, revenue, 
service, south africa, sustainability, tax authority, term, time, vat. 
 Kluster 8, Terdiri dari 11 item yakni; assessment, corruption, cost, effort, 
government, Malaysia, role, tax collection, tax fraud, trust, voluntary tax compliance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 : Visualisasi Jaringan kemunculan item kata kunci “tax compliance” 
Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer 
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Pada visualisasi jaringan kata yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa 
kata kunci tax compliance berada di pusat kluster merah dan berhubungan erat dengan 
kata kunci lain seperti tax revenue, income tax, dan government. Hal ini 
mengindikasikan bahwa isu kepatuhan pajak dalam konteks cryptocurrency sangat 
berkaitan dengan penerimaan pajak negara. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut 
mencerminkan bahwa penerapan pajak atas transaksi cryptocurrency bertujuan untuk 
meningkatkan penerimaan negara (Thiemann, 2021). Namun, efektivitas penerapan 
pajak tersebut masih dipengaruhi oleh seberapa patuh investor dalam melaporkan 
transaksi aset digitalnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak 
yang tinggi dapat meningkatkan kontribusi pajak dari transaksi cryptocurrency secara 
signifikan (Meling et al., 2024). 
 Visualisasi juga menunjukkan bahwa kata kunci tax compliance berhubungan 
dengan istilah blockchain dan transparency, yang menggambarkan bahwa teknologi 
blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir 
penghindaran pajak (Ariyibi et al., 2024). Dalam konteks perilaku investor, hubungan 
erat antara tax compliance, efficiency, dan impact menegaskan bahwa penerapan pajak 
yang terlalu kompleks atau berat dapat mendorong investor mencari alternatif lain yang 
lebih menguntungkan, seperti pindah ke negara dengan pajak lebih rendah (Meling et 
al., 2024). Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak 
jelas dapat menyebabkan penghindaran pajak dan mengurangi minat investor pada aset 
digital tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3 : Visualisasi Jaringan kemunculan item kata kunci “tax revenue” 
Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer 

 Pada visualisasi jaringan kata kunci yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, 
terlihat bahwa kata kunci tax revenue berada di dalam kluster hijau dan terhubung 
secara erat dengan beberapa kata kunci utama lainnya seperti tax, income, income tax, 
dan tax compliance. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kajian akademik terkait 
cryptocurrency, penerimaan pajak dianggap sebagai salah satu aspek paling krusial 
dalam penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset digital. Kata kunci tax 
revenue memiliki hubungan yang kuat dengan tax compliance, yang menandakan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dari para investor berperan penting dalam menentukan 
seberapa besar kontribusi pajak dari transaksi cryptocurrency terhadap penerimaan 
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negara (Baer et al., 2023b). 
 Selain itu, koneksi antara tax revenue dengan kata kunci income tax dan income 
menggambarkan bahwa transaksi cryptocurrency sering dikategorikan sebagai 
penghasilan yang dikenakan pajak, baik dalam bentuk capital gain maupun penghasilan 
reguler. Hal ini sesuai dengan praktik beberapa negara yang mengenakan pajak 
penghasilan dari keuntungan transaksi cryptocurrency guna meningkatkan pendapatan 
negara (Baer et al., 2023b). Namun, kata kunci tax compliance yang muncul bersama 
dengan tax revenue menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan 
yang optimal, terutama karena sifat cryptocurrency yang anonim dan terdesentralisasi. 
Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan regulasi yang jelas diperlukan agar 
penerimaan pajak dapat terjaga tanpa mengurangi aktivitas investasi (Tang & Zhang, 
2022). 
 Hubungan tax revenue dengan kata kunci government dan technology menyoroti 
peran pemerintah dalam memanfaatkan teknologi, seperti blockchain, untuk 
meningkatkan akurasi pelaporan dan mencegah penghindaran pajak. Teknologi 
blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi transaksi secara transparan, sehingga 
pemerintah dapat mengidentifikasi pendapatan dari perdagangan cryptocurrency 
secara lebih akurat. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya 
meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga berdampak langsung pada optimalisasi 
penerimaan pajak negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
teknologi yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengumpulan 
pajak dari transaksi digital (Ariyibi et al., 2024). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 : Visualisasi Jaringan kemunculan item kata kunci “cryptocurrency” 
Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer 

 Pada visualisasi jaringan yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, kata kunci 
cryptocurrency berada pada pusat kluster ungu dan terhubung erat dengan beberapa 
kata kunci lain, seperti money, income, tax compliance, dan blockchain. Hal ini 
menunjukkan bahwa cryptocurrency merupakan topik utama dalam penelitian terkait 
penerapan pajak dan perilaku investasi. Posisi cryptocurrency yang sentral 
menandakan bahwa isu perpajakan terhadap aset digital ini tidak dapat dipisahkan dari 
aspek ekonomi, teknologi, dan regulasi. Visualisasi ini juga menggambarkan bahwa 
fenomena cryptocurrency sebagai aset digital telah menjadi pusat perhatian baik dalam 
konteks penerimaan pajak maupun perubahan perilaku investor (Xi et al., 2020). 
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 Kata kunci cryptocurrency memiliki hubungan erat dengan money dan income, 
yang menggambarkan bahwa transaksi aset digital ini sering kali diperlakukan sebagai 
sumber pendapatan atau keuntungan modal (capital gains) dalam kebijakan 
perpajakan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keuntungan dari transaksi 
cryptocurrency dapat dikenakan pajak penghasilan (Crawford et al., 2022). Namun, 
koneksi dengan tax compliance menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan 
para investor melaporkan keuntungan mereka secara akurat dan sesuai regulasi. Sifat 
anonim dan desentralisasi cryptocurrency sering kali menjadi hambatan utama dalam 
upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dari aset digital ini (Avalos, 2024). 
 Selanjutnya, keterkaitan antara cryptocurrency dengan kata kunci blockchain 
dan technology menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat 
meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi, sehingga mendukung upaya 
pengawasan perpajakan. Blockchain memungkinkan otoritas pajak melacak aliran dana 
dengan lebih akurat, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko penghindaran 
pajak (Putu et al., 2024). Pada saat yang sama, munculnya kata kunci fraud dan privacy 
dalam jaringan menunjukkan adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan 
aset kripto dalam aktivitas ilegal atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, 
pemanfaatan blockchain sebagai alat regulasi perlu didukung oleh kebijakan yang 
mampu mengurangi celah untuk tindakan illegal (Nembe & Idemudia, 2024). 
 Di sisi lain, hubungan erat antara cryptocurrency dan tax revenue menunjukkan 
bahwa pemerintah melihat potensi besar dalam memanfaatkan pajak dari transaksi aset 
digital sebagai sumber penerimaan baru. Namun, ketidakpastian regulasi dan tingginya 
volatilitas nilai cryptocurrency dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan pajak dalam 
jangka panjang. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan perpajakan yang fleksibel dan 
adaptif agar tetap relevan dengan perkembangan pasar cryptocurrency yang dinamis 
(Baer et al., 2023a). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi yang 
transparan dan sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa 
menghambat inovasi teknologi finansial. 

Gambar 5 : Visualisasi hamparan kemunculan item kata kunci tax compliance; tax 
revenue; dan crypto 

Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer 
Pada visualisasi hamparan (overlay visualization) jaringan kata kunci yang dihasilkan 
menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa kata kunci tax compliance, tax revenue, dan 
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crypto muncul dengan warna yang berbeda, menandakan waktu kemunculannya dalam 
literatur akademik. Skala warna pada gambar menunjukkan perubahan tren 
kemunculan dari periode 2021.6 (warna biru tua) hingga 2022.4 (warna hijau muda). 
Hal ini memberikan gambaran dinamika penelitian terkait pajak cryptocurrency dalam 
beberapa tahun terakhir (Hidayatulloh et al., 2024). 
 Kata kunci tax compliance berada pada kluster hijau kekuningan, menunjukkan 
bahwa topik ini mulai lebih sering dibahas sejak awal tahun 2022. Dalam konteks pajak 
cryptocurrency, isu kepatuhan pajak menjadi semakin penting seiring dengan 
meningkatnya penggunaan aset digital dalam transaksi ekonomi (Joseph Kuba Nembe 
et al., 2024). Hubungan erat dengan kata kunci blockchain, tax, dan government 
menunjukkan bahwa pemerintah semakin berupaya menggunakan teknologi blockchain 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Blockchain dapat mendukung transparansi 
pelaporan dan memastikan akurasi data transaksi, sehingga meningkatkan potensi 
penerimaan pajak (Putu et al., 2024). Studi sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa 
regulasi yang berbasis teknologi cenderung lebih efektif dalam meningkatkan 
kepatuhan pajak cryptocurrency. 
 Kata kunci tax revenue muncul dalam warna hijau, menunjukkan bahwa topik ini 
lebih banyak dibahas pada pertengahan hingga akhir 2022. Hal ini mencerminkan 
meningkatnya perhatian terhadap potensi penerimaan negara dari pajak transaksi 
cryptocurrency. Dalam jaringan visualisasi, tax revenue terkait erat dengan kata kunci 
income, tax, dan government, menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak 
menjadi tujuan utama dari regulasi pajak cryptocurrency (Thiemann, 2021). Namun, 
hubungan dengan tax compliance juga menunjukkan adanya tantangan dalam 
meningkatkan kontribusi pajak dari aset digital ini.  Beberapa penelitian 
mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak dapat menghambat upaya 
pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor cryptocurrency (Meling et 
al., 2024). 
 Kata kunci crypto ditampilkan dengan warna biru kehijauan, menunjukkan 
bahwa topik ini lebih banyak dibahas pada periode 2021 hingga awal 2022. Meskipun 
demikian, kata kunci ini tetap relevan hingga tahun 2023, mengingat popularitas 
cryptocurrency sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran digital. Hubungan 
kuat dengan kata kunci cryptocurrency, money, dan blockchain menggambarkan bahwa 
fokus penelitian pada periode tersebut banyak membahas aspek teknis dan ekonomis 
dari aset digital ini (Xiong & Luo, 2024). Selain itu, koneksi dengan kata kunci fraud dan 
privacy menunjukkan bahwa risiko penghindaran pajak dan penggunaan crypto dalam 
aktivitas ilegal tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Regulasi yang tegas 
diperlukan agar penerapan pajak tidak justru memicu penghindaran pajak atau 
perpindahan aset ke yurisdiksi dengan regulasi yang lebih longgar (Courtois et al., 
2021). 
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Gambar 6 : Visualisasi kepadatan kemunculan item kata kunci tax compliance; tax 

revenue; dan crypto 
Sumber : pengolahan data menggunakan software VOSviewer 

  
Pada visualisasi kepadatan (density visualization) yang dihasilkan menggunakan 
VOSviewer, terlihat bahwa kata kunci tax compliance, tax revenue, dan crypto muncul 
dengan intensitas warna yang berbeda. Warna kuning menandakan area dengan 
kepadatan tinggi (kemunculan lebih sering dalam literatur), sedangkan warna biru 
hingga hijau menunjukkan kepadatan yang lebih rendah. Visualisasi ini 
menggambarkan distribusi frekuensi kemunculan kata kunci dalam topik kajian 
perpajakan cryptocurrency (Fathan Putri & Andriani, 2024). 
 Kata kunci tax compliance berada di area dengan warna kuning cerah, 
menunjukkan bahwa isu kepatuhan pajak merupakan topik yang paling sering dibahas 
dalam penelitian terkait penerapan pajak cryptocurrency. Hal ini mencerminkan bahwa 
pemerintah dan akademisi fokus pada bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 
terutama dalam konteks aset digital yang anonim dan sulit dilacak (Joseph Kuba Nembe 
et al., 2024). Hubungan dengan kata kunci blockchain, government, dan technology 
menunjukkan bahwa inovasi teknologi dianggap penting untuk memecahkan tantangan 
dalam pengawasan perpajakan. Blockchain dinilai mampu mendukung transparansi dan 
akuntabilitas, sehingga meminimalkan potensi penghindaran pajak oleh investor 
cryptocurrency (Putu et al., 2024). 
 Kata kunci tax revenue juga berada di area dengan warna kuning kehijauan, 
menunjukkan bahwa isu ini cukup sering muncul tetapi tidak seintens tax compliance. 
Penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency menjadi perhatian penting bagi 
pemerintah yang berusaha memaksimalkan kontribusi sektor digital terhadap 
pendapatan negara. Visualisasi ini mengungkapkan hubungan kuat antara tax revenue, 
income, dan tax, menggambarkan bahwa pendapatan dari transaksi aset digital ini 
sering diperlakukan sebagai pajak penghasilan atau keuntungan modal. Namun, 
tantangan dalam memaksimalkan penerimaan pajak muncul ketika tingkat kepatuhan 
investor masih rendah. Oleh karena itu, strategi perpajakan perlu difokuskan pada 
peningkatan kepatuhan agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan (Baer et 
al., 2023b). 
 Kata kunci crypto berada pada area dengan warna hijau, menunjukkan bahwa 
topik ini memiliki kepadatan kemunculan yang lebih rendah dibandingkan dengan tax 
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compliance dan tax revenue. Namun, kata kunci ini tetap penting karena berhubungan 
erat dengan cryptocurrency, money, dan blockchain. Kemunculan crypto sebagai bagian 
dari ekosistem keuangan digital menunjukkan bahwa aset ini telah berkembang dari 
sekadar alat investasi menjadi instrumen ekonomi yang perlu diatur secara 
komprehensif (Sánchez et al., 2024). Keberadaan kata kunci seperti fraud dan privacy 
juga menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency masih dihadapkan pada risiko 
penyalahgunaan, sehingga kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan penguatan 
pengawasan tanpa menghambat inovasi digital (Naqbi et al., 2025). 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur 
ilmiah terkait pajak cryptocurrency, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
pajak atas transaksi cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan 
pajak negara dan perilaku investor di Indonesia. Visualisasi jaringan kata kunci 
menunjukkan bahwa isu "tax compliance" dan "tax revenue" menjadi fokus utama 
dalam kajian akademik, dengan hubungan erat terhadap aspek teknologi seperti 
blockchain, regulasi pemerintah, dan pendapatan (income). Kebijakan pajak yang jelas 
dan transparan, didukung oleh pemanfaatan teknologi blockchain, dapat meningkatkan 
kepatuhan pajak dan akuntabilitas pelaporan transaksi, sehingga mengoptimalkan 
penerimaan pajak negara. Namun, tantangan seperti sifat anonim dan desentralisasi 
cryptocurrency, ketidakpastian regulasi, serta volatilitas nilai aset digital dapat 
menghambat efektivitas kebijakan perpajakan. Selain itu, kompleksitas aturan pajak 
berpotensi mendorong penghindaran pajak atau perpindahan investasi ke yurisdiksi 
dengan regulasi lebih longgar, yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak. 

Dari perspektif perilaku investor, teori ekonomi perilaku dan teori kepatuhan 
pajak menunjukkan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh persepsi risiko, 
ketidakpastian regulasi, dan ekspektasi keuntungan. Oleh karena itu, kebijakan 
perpajakan yang optimal harus menyeimbangkan antara tarif pajak yang moderat, 
sanksi yang tegas, dan insentif yang mendorong kepatuhan, agar tidak menghambat 
pertumbuhan ekosistem cryptocurrency. Penelitian ini menegaskan perlunya 
harmonisasi regulasi pajak antarnegara dan pendekatan berbasis teknologi untuk 
meminimalkan risiko penghindaran pajak serta memastikan stabilitas penerimaan 
fiskal. Dengan demikian, hasil penelitian ini merekomendasikan pengembangan 
kebijakan pajak yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi guna mendukung 
peningkatan penerimaan pajak sekaligus menjaga daya tarik Indonesia sebagai pasar 
investasi cryptocurrency. 
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